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ABSTRAK

ANALISISDASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA MENJUAL PRODUK PANGAN

OLAHAN TANPA IZIN EDAR
( Studi Putusan Nomor 1351/Pid.B/2015/PN.TJK)

Oleh

THIOMASBRILIYAN MUROL

Berdasarkan Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2012 tentang Pangan, bahwa pelaku tindak pidana menjual produk pangan olahan
tanpa izin edar dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda
paling banyak Rp 4.000.000.000,00. Namun pada putusan Nomor
1351/Pid.B/2015/PN.TJK terdakwa diputus dengan pidana penjara 5 bulan dan
denda Rp 2000,00. Permasalahan pada skripsi ini yaitu bagaimanakah dasar
pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana menjual produk pangan olahan
tanpa izin edar dan apakah putusan hakim daam putusan Nomor
1351/Pid.B/2015/PN.TJK telah memenunhi rasa keadilan substantif.

Pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis
empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi
lapangan. Narasumber berjumlah 4 orang yakni jaksa, hakim,
PPNS BBPOM dan dosen. Analisis data yang digunakan yaitu analisis
kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang menjadi dasar pertimbangan
hakim dalam memutus perkara Nomor 1351/Pid.B/2015/PN.TJK , yaitu hakim
mempertimbangkan aspek yuridis meliputi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum,
keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, tindakan pidana, dan pasal-
pasa dalam Undang-Undang Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sedangkan aspek non
yuridis yaitu hal yang memberatkan adalah tindakan pidana terdakwa dapat
merusak kesehatan masyarakat dan hal yang meringankan adalah terdakwa belum
pernah  dipidana dan terdakwa memiliki  tanggungan  keluarga.



Thiomas Briliyan Murol

Putusan hakim dalam perkara Nomor 1351/Pid.B/2015/PN.TJK belum memenuhi
keadilan substantif karena hakim memutus perkara ini hanya mengacu pada
Undang-Undang Pangan yang digunakan dan tidak melihat bahwa pelanggaran
lain yang dilakukan adalah melakukan tindak kejahatan dengan menggunakan izin
edar merk AMDK lain.

Saran penulis yaitu hakim dalam memutus suatu perkaratidak hanya berlandaskan
pada pasal yang telah ditentukan. Selain itu diperlukan pengawasan lebih oleh
aparat hukum maupun instansi terkait terhadap produksi dan pengedaran pangan
olahan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang tidak memiliki izin edar.

Katakunci : Analisis,Produk pangan olahan tanpaizin edar, Dasar Pertimbangan
Hakim, Keadilan substantive, Air Minum Dalam Kemasan
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air merupakan salah satu bahan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan
manusia dengan segala aktifitasnya, sehingga merupakan kebutuhan pokok bagi
manusia. Air adalah kebutuhan dasar (primer) yang tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan manusia yang menduduki urutan kedua setelah udara. Air dalam
pemanfaatannya oleh manusia biasa digunakan sebagai air minum. Dalam
Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/PER/IV/2010 dijelaskan bahwa
air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses
pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
Dalam pengertian lainnya dijelaskan bahwa air minum adalah air yang dapat
diminum langsung atau air yang harus dimasak terlebih dahulu sebelum dapat

diminum.?

Kebutuhan masyarakat akan air minum layak dan aman untuk dikonsumsi
semakin meningkat setiap hari sedangkan ketersediaan air layak minum yang

berkualitas dan terjamin dari segi kesehatan semakin sulit diperoleh. Hal ini juga

! Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang
Persyaratan Kualitas Air Minum.

2 Asmandi, Khayan. Karsono, H.S. 2011. Teknologi Pengolahan Air minum.Gosyen Publishing.
Y ogyakarta. Y ogyakarta, 2011,him. 15.



dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk yang meningkat sangat cepat
serta kuantitas dan kualitas air tanah yang mengalami penurunan yang cukup
tajam yang dapat disebabkan adanya kerusakan alam dan resiko pencemaran yang
semakin tinggi. Apabila kebutuhan akan air tersebut belum tercukupi dapat

memberikan dampak yang terbesar terhadap kerawanan kesehatan maupun sosial.?

Kebutuhan air minum bagi masyarakat dapat disediakan melalui Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM). Namun kenyataannya Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) sebagai perusahaan air minum belum mampu sepenuhnya
menyediakan air bersih bagi masyarakat karena masih banyak mengalami
kendala-kendala. Air yang berasal dari PDAM terkadang tidak bisa dipakai untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan memasak bahkan
untuk minum. Ditambah lagi dengan banyaknya keluhan masyarakat mengenai
air yang berasal dari PDAM mulai dari soal kuaitas dan kuantitas seperti halnya
air yang mengandung timbal dan karsinogenik, air berwarna kecoklat-coklatan
atau keruh, air berbau larutan zat kimia atau berasa aneh hingga debit air yang
kerap kali tidak mengalir sama sekali atau sangat kecil keluarnya. Kendala-
kendala inilah yang kemudian menyebabkan meningkatnya prospek usaha air
minum dalam kemasan (AMDK) sehingga menjadi alternatif bagi masyarakat
terutama dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih yang layak dan aman untuk

dikonsumsi setiap hari.’

Industri air minum dalam kemasan (AMDK) dalam beberapa tahun terakhir ini

memperlihatkan perkembangan sangat pesat. Hal ini terlihat dari jumlah

3 sutrisno, T dan Eni, S.2010.Teknologi Penyediaan Air Bersih.Rineka Cipta. Jakarta.him.30
* http://ekshis.sindonews.com/read/penyediaan-air-bersih-ol ehpemda-masi h-bermasalah, diakses
tanggal 4 September 2016.



perusahaan yang bergerak dalam industri ini yang jumlahnya mencapai lebih dari
100 perusahaan. Semakin  meningkatkan polusi lingkungan, termasuk
pencemaran air tanah oleh limbah hasil industri merupakan salah satu sebab
meningkatkan permintaan terhadap air minum dalam kemasan.®  Semakin
banyaknya merk air minum dalam kemasan maka selaku konsumen kita harus
berhati-hati dalam memilih merk air minum kemasan ini karena masih banyak
merk air minum di pasaran yang belum didaftarkan dan belum memiliki nomor

registrasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Rl merupakan |lembaga pemerintah
pusat yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pasal 30 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pengawasan terhadap
penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan
perundangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga

perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Tujuan dari Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen adalah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap
barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat. Pengawasan terhadap makanan
dan minuman, serta peredaran obat merupakan tugas dari BPOM RI, oleh karena
itu pengawasan terhadap mutu produk AMDK menjadi tanggung jawab BPOM

RI. Nomor pendaftaran yang tertera pada label kemasan air minum dapat berguna

® “Produks AMDK Tahun 2015 diperkirakan tumbuh 7,03%”, dikutip dari
<http://www.airminumisiulang.com/news/63/Produksi-A M DK -tahun-2015-di perkirakan-tumbuh-
7-03> padatanggal 3 September 2015.




bagi BPOM RI untuk mengawasi produk- produk yang beredar di pasar, sehingga

apabilaterjadi suatu kasus akan mudah ditelusuri siapa produsennya.

Meningkatnya peredaran makanan serta minuman khususnya air minum dalam
kemasan tanpa izin edar di Indonesia membuktikan masih lemahnya pertahanan
Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Membiarkan
beredarnya AMDK tanpaizin edar sama saja membiarkan masyarakat menghadapi
resiko buruk dari AMDK yang diedarkan, selain merugikan konsumen, juga
merugikan negara dari pemasukan pajak. Pemberlakuan sanks pidana untuk
pengamanan peredaran makanan dan minuman merupakan upaya hukum untuk
mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat atau
konsumen dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang beredar di pasaran
serta bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana apabila
terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum di bidang
kesehatan, pangan dan perlindungan konsumen. Tindak pidana peredaran AMDK
tanpa izin edar dibidang pangan berarti melanggar ketentuan pidana dalam
Undang-Undang Pangan yaitu Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2012.

Ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah untuk menghindari
terjadinya peredaran produk pangan olahan yang dapat membahayakan
masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Peredaran produk pangan
olahan berupa AMDK merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan yang
bertujuan memindahtangankan, menyebarluaskan AMDK. Jadi yang berhak

memproduksi serta memperjua-belikan AMDK tersebut hanyalah produsen



AMDK yang telah memiliki izin edar dari BPOM RI jika produsen AMDK
tersebut tanpa izin edar memproduksi serta memperjual-belikan AMDK tersebut

maka dinyatakan telah melakukan tindak pidana.

Perihal menjatuhkan putusan tindak pidana dengan sengaja tanpa izin edar
memproduksi dan memperjualbelikan AMDK, hakim harus mengetahui dan
menyadari pemidanaan yang dijatuhkan dan hakim harus mengetahui apa yang
hendak menjadi tujuannnya dengan menjatuhkan pidana tersebut kepada pelaku
tindak pidana dengan senggja tanpa izin edar memproduksi dan
memperjualbelikan AMDK. Dengan demikian, keputusan hakim tidak boleh
lepas dari serangkaian kebijakan kriminal yang akan mempengaruhi tahap

berikutnya.

Berdasarkan Putusan Nomor: 1351/Pid.B/2015/PN.Tjk., terdakwa Parsono Bin
Giran tertangkap tangan memproduksi dan memperjuabelikan Air Minuman
Dalam Kemasan (AMDK) tanpa izin edar dari Badan POM RI, barang bukti
berupa AMDK kemasan gallon 19 L sebanyak 6 gallon dan kemasan 240 mil

sebanyak 6 dus dengan merk Arquana.®

Dakwaan yang digukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu
dikenakan Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan menjatuhkan pidana terhadap
terdakwa Parsono Bin Giran dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
Selanjutnya, Mgjelis Hakim setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-

bukti dalam persidangan memutuskan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan

8 Putusan Nomor 1351/Pid.B/2015/PN.TJK .him 3.



terdakwa yaitu melanggar Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan
bahwa Pelaku usaha pangan dalam kasus ini Parsono Bin Giran yang dengan
sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di
dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat

miliarrupiah).’

Dilihat dari kasus yang dilakukan terdakwa yakni dengan sengaja memproduksi
dan memperjuabelikan AMDK tanpaizin edar dari Badan POM RI, hal tersebut
dapat merusak kesehatan masyarakat karena Air Minum Dalam Kemasan di
produksi secara masal yang belum diketahui apakah air yang diproduksi
mengandung senyawa kimia berbahaya untuk kesehatan dan merupakan
kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga dikonsums
setiap hari. Putusan tindak pidana dengan sengaja menjual produk pangan olahan
tanpa izin edar yakni produk Air Minum Dalam Kemasan dengan merk Arguana,
sebagaimana terdapat dalam putusan Nomor 1351/Pid.B/2015/PN.TJK terdakwa
Parsono Bin Giran dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Berdasarkan
data di atas terjadi kesenjangan antara ketentuan Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dengan pelaksanaan di
lapangan yaitu dalam Putusan Nomor Nomor 1351/Pid.B/2015/PN.TJK yakni
pidana penjara yang diterima tersangka terlalu ringan jika dibandingkan dengan

ketentuan Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

7 Ibid, him.5



tentang Pangan. Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas maka penulis tertarik
untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul *“Analisis Dasar Pertimbangan
Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan

Sengaja Menjual Produk Pangan Olahan Tanpa Izin Edar”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasal ahan yang akan dibahas
dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana
terhadap pelaku tindak pidana menjual produk pangan olahan tanpa izin
edar pada Putusan Nomor 1351/Pid.B/2015/PN.TJK ?

b. Apakah putusan hakim dalam putusan Nomor 1351/Pid.B/2015/PN.TJK
telah memenuhi rasa keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah kajian ilmu hukum pidana baik
formil maupun materiil, khususnya yang berkaitan dengan dasar-dasar
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak
pidana dengan sengaja menjual produk pangan olahan tanpa izin edar
sebagaimana yang terdapat pada Putusan Nomor 1351/Pid.B/2015/PN.TJK dan
yang berkaitan dengan apakah putusan hakim dalam putusan Nomor
1351/Pid.B/2015/PN.TK telah memenuhi rasa keadilan substantif. Pada

penelitian ini, ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2017 dan ruang



lingkup lokasi penelitian adalah pada wilayah Pengadilan Negeri Kota Tanjung

Karang, Kejaksaan Negeri Kota Tanjung Karang, dan BPOM Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Pendlitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.  Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana
terhadap pelaku tindak pidana menjual produk pangan olahan tanpaizin edar
pada Putusan Nomor 1351/Pid.B/2015/PN.TJK.

b. Untuk mengetahui  putusan  hakim  dalam  perkara  Nomor
1351/Pid.B/2015/PN.TJK telah memenuhi rasa keadilan substantif.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam

pengembangan kagjian hukum pidana, khususnya berkaitan dengan dasar

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana
dengan sengagja menjual produk pangan olahan tanpa izin edar dan apakah

putusan hakim dalam putusan ini telah memenuhi rasa keadilan substantif.

c. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian diharapkan dapat berguna secara positif bagi aparat penegak
hukum dalam penanggulangan tindak pidana dengan sengaja menjual produk

pangan olahan tanpa izin edar dan dalam pemberian sanksi terhadap pelaku



dengan sengaja menjual produk pangan olahan tanpaizin edar. Selain itu hasil
penelitian diharapkan berguna bagi berbagai pihak yang akan melakukan

penelitian mengenai analisis putusan di masa yang akan datang.

D. Kerangka Teoritisdan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka atau landasan teori dalam penelitian hukum ini sangat dibutuhkan dan
bersifat fundamental untuk dapat mengkgi, menganalisa, dan menemukan
jawaban atas tujuan penelitian hukum ini. Dibawah ini adalah merupakan
landasan yang dipilih penulis sebagai alat untuk mencari jawaban terhadap tujuan

penelitian hukum ini.

Hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada
tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum
(rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan keadilan (gerechtigkeit).?
1.  Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian
dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah
pelaksanaan atau penegakkan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang
sigpa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat
memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu.
Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum

tanpa diskriminasi. °

8 Sudikno, Mertokusumo, dan A. Pitlo.1991. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar.Liberty.

Y ogyakarta.hlm .25.

° Moh. Mahfud MD. Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik.Bahan

pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai
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Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Hukum tanpa
nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai
pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu
tujuan dari hukum. *°
Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan
dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-

undangan.
2. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari
kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.

4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.
Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa
kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum
merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.
Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch hukum positif
yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu
ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.**
Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang
didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta
dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat
menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan

dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi,

sehingga hakim dapat mengkontruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana

HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.hIm 8.

19 Memahami Kepastian

(Dalam) Hukum.https://ngabrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami kepastian-dalam-
hukum/

™ 1bid, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum.
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dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan
memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap,
bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah
merupakan pendapat dari instuisi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat

dalam pergaulan sehari-hari.*?

2. Teori Kemanfaatan

Menurut Radbruch, hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, tetapi
harus diarahkan kepada cita-cita hukum yaitu keadilan, untuk mengisi cita-cita
keadilan itu, kita harus menoleh kepada kegunaannya sebagai unsur kedua dari
cita-cita hukum. Pengertian kegunaan hanya dapat dijawab dengan menunjukkan
pada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang negara dan hukum.  Untuk
melengkapi formalitas keadilan dan relativitas kegunaan, keamanan, dimasukkan
sebagal unsur ketiga dari cita-cita hukum. Kegunaan menuntut kepastian hukum.
Hukum harus pasti. Tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-
bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi
pendapat politik. Kegunaan memberi arti unsur relatifitas. Tetapi tidak hanya
kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga
relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan atau keamanan lebih
penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem

politik.™

12 Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam

Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012

B \W. Friedman, Legal Theory, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin. 1994. Teori dan

Filsafat Hukum-ldealisme Filosofis dan Problema Keadilan ( Susunan |1 ). Rgja Grafindo Persada,
Jakarta. Cetakan Kedua.him. 42-45.



12

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.
Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum
harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justeru
karena hukum dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam

masyarakat.

3. Teori Keadilan

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep relatif.* Pada sisi lain, keadilan
merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang
perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun
kelompok.

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum
diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara
melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan
mencapai tujun kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan sesuatu
tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan
tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu
karena tercideranya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan
bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan
sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.™

Hukum memiliki fungs tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga
menegakkan kepastian dan kemanfaatan. Berkaitan dengan hal tersebut asas

prioritas yang telah ditelurkan Gustav Radbruch menjadi titik terang dalam

14 Majjid Khadduri, “The Islamic Conception of Justice”, (Baltimore and London: The Johns
Hopinks University Press, 1984).him. 145.
Ibid. him 152.



13

masalah ini. Prioritas keadilan dari segala aspek lain adalah ha penting.
Kemanfaatan dan kepastian hukum menduduki strata di bawah keadilan.
Faktanya sampai saat ini diterapkannya asas prioritas membuat proses penegakkan

dan pemberlakuan hukum positif di Indonesia masih dapat berjalan.*

2. Konseptual

a Analisis

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan,
dan sebagainya untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab

sebenarnya, dan sebagainya). *’

b. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-
undang untuk mengadili (Pasal 1 angka (8) KUHAP). Oleh karena itu, fungs
seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang
untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada
pengadilan. Seorang hakim dalam sistem kehidupan masyarakat ini
berkedudukan sebagai penyelesaian setiap konflik yang timbul sepanjang konflik
itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, dalam
melakukan tugasnya seorang hakim tidak boleh berpihak kecuai kepada

kebenaran dan keadilan, serta nilai-nilai kemanusian.®

1 Muhammad Ichwan, Teori Hukum Dalam pandangan Prof Dr | Nyoman Nurjaya, SH,

MS, http://www.mahasi swa-indonesia.com/2013/11/teori-hukum-dalam-pandangan-prof-dr-i.html
7 Salim, Peter, dan Y enny Salim. 2002. Kamus Bahsa Indonesia Kontemporer. Modern English
Press. Jakarta.

18 Barda Nawawi Arief.1996.Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.PT Citra Aditya Bhakti.
Bandung.him. 112-113.
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c. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis
normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau
kriminalogis. Keahatan atau perbuatan dalam arti yuridis normatif adalah
perbuatan seperti yang terwujud inabstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan
kegahatan dalam arti kriminalogis adalah perbuatan manusia yang menyalahi

norma yang hidup dimasyarakat secara konkrit.*

d. Produk Pangan Olahan

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses pengolahan dengan
cara atau metode tertentu. Misalnya pemasakan, pengeringan, pemanggangan,
pemekatan, pendinginan atau pembekuan, dan sebagainya baik dengan atau tanpa
penambahan bahan tambahan pangan. Pangan olahan dapat diproses dari satu
atau lebih sumber pangan. Sebagai contoh, daging yang dibekukan hanya berasal
dari daging segar sgja, tetapi sosis dapat mengandung daging, rempah-rempah,
dan bahan tambahan pangan, seperti emulsifier, pengental, pewarna, antioksidan,

pengawet dan sebagainya.?

e. lzin Edar
Izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan

oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di Indonesia.

19 Andrisman, Tri.2011. Hukum Pidana : Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana
Indonesia.Universitas Lampung.BandarLampung.him. 69-70.

2 https://www.google.co.id/pengertian+Produk+Pangan+Olahan, diakses tanggal 24 September
2016 Pukul 13.45 WIB,
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f. Keadilan Substantif
Keadilan substantif merupakan keadilan yang tidak diatur dalam aturan undang-
undang tetapi melainkan dengan melihat substansi kasus yang terjadi meskipun

tidak dituliskan dalam undang-undang.

E. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah memahami isi dari skripsi ini, maka diuraikan secara garis
besar masing-masing Bab dan akan penulis susun secara sistematis yang

merupakan uraian-uraian yang dikemukakan sehingga tersusun sampai Bab V.

Bab | Pendahuluan
Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

Bab Il Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau
teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari pengertian pengertian dan jenis-
jenis tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, izin edar dan produk pangan

olahan.

Bab |11 Metode Pendlitian
Bab ini beriskan metode penelitian yang digunakan yang terdiri dari tipe
penelitian, jenis data dan bahan hukum, prosedur pengumpulan data, prosedur

pengolahan data dan analisis data.
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Bab 1V Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini beriskan pembahasan tentang penerapan hukum terhadap pelaku tindak
pidana tanpa izin edar menjual produk pangan olahan dalam Nomor Putusan
1351/Pid.B/2015/PN.TJK dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana
terhadap pelaku tindak pidana pidana tanpa izin edar menjua produk pangan

olahan dalam Nomor Putusan 1351/Pid.B/2015/PN.TJK

Bab V Penutup
Bab ini beris kesimpulan yang merupakan rangkaian dari pembahasan pada Bab-

Bab sebelumnya dan beberapa saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis-Jenis pidana

a. Pengertian Pidana

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum
yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan

Perundang-undangan.

R.Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi
definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun beliau menarik suatu definisi,
yang menyatakan bahwa, peristiwa pidanaitu adalah suatu perbuatan atau

rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau
peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan

tindakan penghukuman.?*

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua
unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat padadiri si pelaku dan unsur

objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.?

2L Chazawi, Adami. 2010. Pelajaran Hukum Pidana |, PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.hlm.72
% p A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir.1981.Delik-delik Khusus. Tarsito. Bandung.hlm.193.
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Unsur subjektif dari suatu tindak pidana menurut P.A.F Lamintang dkk adalah:
1. Kesenggaan atau ketidaksengajaan (dolus atau cul pa)

2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan

3. Macam-macam maksud atau oogmerk

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad

5. Perasaan takut atau vress.®

Unsur objektif dari suatu tindak pidana menurut P.A.F Lamintang dkk adalah:
a. Sifat melanggar hukum

b. Kualitasdari s pelaku

Kausdlitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan
suatu kenyataan sebagai akibat.**

b. Jenis Pidana
Menurut Leden Marpaung hukuman pokok telah ditentukan dalam Pasa 10

KUHP:

“Pidana terdiri atas:
a. Pidana Pokok:
a. PidanaMati
b. Pidanapenjara
c. Kurungan
d. Denda
b. Pidana Tambahan
1) Pencabutan hak-hak tertentu
2) Perampasan barang-barang tertentu
3) Pengumuman putusan hakim.?

Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang

dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.

1) PidanaMati
Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap
berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana,
pencurian dengan kekerasan, pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124

KUHP.

| bid, him.193.
** | bid, him.194.
% |_eden Marpaung.1992. Proses Penanganan Perkara Pidana.Sinar. Grafika.Jakarta . him. 108
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Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa
hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan
karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih
ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau keahatan yang

dilakukan karena kelalaian.

Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hal ini

diatur dalam Pasal 12 KUHP:

a) Pidanapenjaraadaah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

b) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling
lama lima bel as tahun berturut-turut.

¢) Pidana penjara sdlama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun
berturut-turut dalam hal yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana
mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar
pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam ha batas lima belas
tahun dapat dilampaui karena pembarengan (concursus), pengulangan (residive)
atau Karena yang tel ah ditentukan dalam Pasal 52.

d) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh
tahun.

Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam
hal melakukan pekerjaan yang diwgjibkan dan kebolehan membawa peralatan yang
dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dil. Lamanya
pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP:

(1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu
2 miﬂman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan

jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau
pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan Pasal52 a.
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4) Denda
Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan
terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Jumlah
yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh
sen, sedang jumlah maksimum, tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman

denda diatur dalam Pasal 30 KUHP :

(1) Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.

(2) Jikadijatunkan hukuman denda dan dendaitu tidak dibayar maka diganti dengan
hukuman kurungan.

(8) Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-kurangnya satu
hari dan selama-lamanya enam bulan.

(4) Daam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah
rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat hargalebih

(5) tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya
sisanyayang tak cukup, gantinya setengah rupiah juga.

(6) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam
ha-hal jumlah tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan,
karena mengulangi kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan Pasal 52a.

(7) Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan.

Pidana denda tersebut dapat dibayar siapa sgja. Artinya, baik keluarga atau

kenalan dapat melunasinya.

1) Pencabutan hak-hak tertentu
Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP:

(1) Hak s bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang
ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang umum
lainnya, adalah:

1. Menjabat segalajabatan atau jabatan tertentu;

2. Masuk bala tentara;

3. Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena
undang-undang umum;

4. Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu atau
pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri;

5. Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya sendiri;

6. Melakukan pekerjaan tertentu;

(2) Hakim berkuasa memecat seorang pegawa negeri dari jabatannya apabila
dalam undang-undang umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata-mata
berkuasa melakukan pemecatan itu.
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2) Perampasan Barang Tertentu
Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang
dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang
dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang
digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam Pasa 39
KUHP:
(1) Barang kepunyaan s terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau
dengan senggjatelah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.
(2) Daam ha menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan
senggja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan
perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang.
(3) Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah
yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang
yang telah disita.
3) Pengumuman Putusan Hakim
Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak
ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati
terhadap s terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang
mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya s terhukum. Jadi cara-cara

menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43

KUHP).

B. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang
oleh peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang
dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain
perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-

Undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan
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kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat

melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.?®

Ada dua istilah tentang tindak pidana yang dipakai dalam bahasa Belanda, yaitu
straafbaarfeit dan delict yang mempunyai makna sama. Deélict diterjemahkan
dengan delik sgja, delik itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu delicta atau

delictum. Dalam kamus hukum pengertian delik berarti perbuatan melanggar
undang-undang atau hukum yang diancam dengan hukuman. Strafbaarfeit terdiri
dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit. Dari beberapa istilah yang digunakan
sebaga terjemahan dari strafbaarfeit itu, ternyata straf diterjemahkan dengan
pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh.
Sementara itu, untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa,
pelanggaran dan perbuatan. Istilah strafbaarfeit mempersoalkan mengenai suatu
perbuatan atau tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai
suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar kepentingan
orang lain. Perbuatan mana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam
hukuman oleh undang-undang bagi barang sigpa yang melanggar larangan

tersebut.?’

b. JenisjenisTindak Pidana

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur
di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan
ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak
pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-
Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang
Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan,

% Barda Nawawi Arief. 1996.0p.Cit. him. 152-153.
%" Chazawi, Adami.ibid.him.52.
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dan Pgjabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara
pidana bersangkutan. Sementaraitu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di
luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-
Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya.
Menurut Roscoe Pound dalam Lili Ragidi menyatakan bahwa konstelas negara
modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of
sosial engineering).”

Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya
terletak pada pembentukan peraturan Perundang-undangan oleh lembaga
legidatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang
ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan Perundang-

undangan itu.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto
Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan

hukum menjadi kenyataan.?

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan
pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam
peraturan-peraturan  hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang
dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan
hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan
hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pegjabat penegak hukum itu
sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa
keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan
tugasnya sebetulnya sudah dimulai sgjak peraturan hukum yang harus dijalankan
itu dibuat.*

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh
lima faktor, yaitu
1. Faktor hukum atau peraturan Perundang-Undangan.

% Roscoe Pound.1978. Filsafat Hukum, dalam Bhratara. Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat
Hukum,Alumni.Bandung. him. 43.

2 Rahardjo, Satjipto.1983.Masal ah Penegakan Hukum.Sinar Baru.Bandung.1983. him. 24.
%0 Ibid, him. 25.
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2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam
peroses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah
mentalitas.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku
atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang
merefleksi dalam perilaku masyarakat.

5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada
karsamanusia di dalam pergaulan hidup. **

Sementara itu Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh
dalam proses penegakan hukum berdasarkan dergjat kedekatannya pada proses,
yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan
tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat

dalam proses penegakan hukum.

1. Unsur pembuatan undang-undang cq. lembaga legidlatif.
2. Unsur penegakan hukum cq. Polisi, Jaksa dan Hakim.

3. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial. %

Pada sis lain, Jerome Frank dalam Theo Huijbers, juga berbicara tentang berbagai
faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini
selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi,

moral sertasimpati dan antipati pribadi.

Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang
berlaku di dalam suatu negara terletak pada tujuan hukum pidanaitu sendiri yakni
menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat

dapat berlangsung dengan damai dan tenteram. Tujuan hukum pidana secara

31 Soerjono Soekanto.1983. Penegakan Hukum.BPHN & Binacipta.Jakarta. him. 15.
32 Rahardjo, Satjipto. Op. Cit., him. 23,24.
% Theo Huijbers.1991.Filsafat Hukum.Kanisius. Y ogyakarta. him. 122.
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umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin
dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannyaterletak pada cara kerja
hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan
tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di
dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah pemidanaan atau pemberian

pidana.

Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pemidanaan atau pemberian pidana
ini mempunyai pengertian yang luas. Pemidanaan atau pemberian pidana
mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua

pengertian, yakni:

1. Pemidanaan dalam arti abstrak (pemidanaan in abstracto),

2. Pemidanaan dalam arti kongkrit (pemidanaan in concreto).*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut peneliti, hukum pidana
menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara
abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam Undang-Undang perbuatan-
perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau
dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di
dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan
menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah
dilarang dan diancam pidana itu. Dengan demikian, dengan diberlakukannya
suatu undang-undang Pidana yang baru di dalam masyarakat, diharapkan akan

tercipta ketertiban di dalam masyarakat.

% bid, him. 13
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¢. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Dalam unsur-unsur tindak pidanaterdapat 2 aliran yaitu aliran monistis dan aliran
dualistis. Aliran monistis tidak memisahkan antara unsur perbuatan dan unsur
mengenai diri orangnya. Menurut aliran monistis yang disebut tindak pidana
harus memenuhi kelima unsur tindak pidana yaitu perbuatan manusia, melanggar
ketentuan undang-undang, bersifat melawan hukum, adanya kesalahan dan
kemampuan bertanggung jawab. Aliran dualistis memisahkan antara unsur
perbuatan dan unsur mengenai diri orangnya, untuk unsur mengenai diri orangnya
terdiri dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, sehingga menurut aliran
dualistis unsur-unsur tindak pidana hanya memenuhi tiga unsur yaitu perbuatan

manusia, melanggar ketentuan undang-undang dan bersifat melawan hukum.®

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua
unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur
objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.*

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adal ah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)

2. Maksud atau voor nemen pada suatu percobaan

3. Macam-macam maksud atau oogmerk

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad

5. Perasaan takut atau vress

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum

2. Kualitasdari s pelaku

3. Kausdlitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan
suatu kenyataan sebagai akibat.*’

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua)
unsur pokok, yakni:

Unsur pokok subjektif:

1. Sengaja (dolus)

% Hamzah, Andi. 1997.Sstem Pidana Dan Pemidanaan |ndonesia,Paradnya Paramita: Jakarta.
him 50.

% pA.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir.Op.Cit.nim.193.

37 |bid, him.193.
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Kealpaan (culpa)

Unsur pokok objektif :

1
2.
3.
4,

Perbuatan manusia

Akibat (result) perbuatan manusia

K eadaan-keadaan

Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum,®

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adaah :

a. Perbuatan

b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)

¢. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Dari rumusan R. Tresna dimuka, tindak pidanaterdiri dari unsur-unsur yakni :
a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)

b. Y ang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

c. Diadakan tindakan penghukuman

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua)
macam yakni:

a)

b)

Kesengajaan (Opzet)

Dalam teori kesengajaan (Opzet) yaitu mengkehendaki dan mengetahui

(willens en wettens) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

(1) Teori kehendak (wilstheorie), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-
unsur tindak pidana dalam UU

(2) Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstellings theorie), pelaku
mampu membayangkam akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunya unsur kesenggjaan atau opzet.

Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenisyaitu :

(1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (Oogmerk)
Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai
akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

(2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Opzet Bij Zekerheids-
Bewustzinj)
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak
bertujuan untuk mencapal akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia
tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

(3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids-
Bewustzjn)
Lain halnya dengan kesengagjaan yang terang-terangan tidak disertai
bayingan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi
hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Culpa
Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu
pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si

% Leden Marpaung.1992. Op.Cit. him. 295.
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pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesenggjaan, yaitu kurang
berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.*
Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu
kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur sgja tidak ada akan menyebabkan
tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti

tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebuit.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(untuk selanjutnya disingkat KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan
penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) KUHAP dapat disimpulkan penyidikan baru
dimulai jika terdapat bukti permulaan yang cukup tentang telah terjadinya suatu

tindak pidana dan siapa pelakunya.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa kurang dapat ditanggulanginya masalah

kejahatan karena hal-hal berikut:

1. Timbulnya jenisjenis kegjahatan dalam dimensi baru yang mengangkat dan
berkembang sesual dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di
bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Jenis-jenis kejahatan tersebut
tidak seluruhnya dapat terjangkau oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) yang merupakan produk peninggalan pemerintah kolonial Hindia

Belanda

% Prodjodikoro, Wirjono.2004.Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Refika Aditama.Jakarta.
him. 65-72.
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2. Meningkatnya kualitas kejahatan baik dari segi pelaku dan modus operandi
yang menggunakan peralatan dan teknologi canggih sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Padaha kemampuan aparat
penegak hukum (khususnya Polri) terbatas baik dan segi kualitas sumber daya
manusia, pembiayaan, serta sarana dan prasarananya, sehingga kurang dapat

menanggulangi kejahatan secaraintensif.

Kebijakan untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan di atas dilakukan
dengan mengadakan peraturan Perundang-Undangan di luar KUHP baik dalam
bentuk Undang-Undang Pidana maupun Undang-Undang Administratif yang
bersanksi pidana, sehingga di dalam merumuskan istilah kejahatan dikenal adanya
istilah tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana tertentu.
Sesuai dengan ketentuan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penanganan masing tindak pidana
tersebut diselenggarakan oleh penyidik yang berbeda dengan hukum acara

pidananya masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui penyidikan dilakukan oleh Pejabat
Polis Negara dan Pegawa Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sesuai
dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penyidikan dilakukan guna
mengumpulkan bukti-bukti sehingga membuat terang Tindak Pidana yang terjadi.
Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pemidanaan dalam
arti kongkrit, yakni bilamana setelah suatu undang-undang pidana dibuat dan
diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses

peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau
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pemberian pidana itu sendiri bermacam-macam bergantung pada teori-teori yang
dianut di dalam sistem hukum pidana di suatu masa. Kendati demikian, tujuan
akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidanaitu tetap di dalam koridor atau
kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan
pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai

tujuan hukum pidana.

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara

Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-
undang untuk mengadili (Pasal 1 angka (8) KUHAP). Oleh karena itu, fungsi
seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang
untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada
pengadilan. Berdasarkan ketentuan di atas maka tugas seorang hakim adalah:

1. Menerima setiap perkarayang digukan kepadanya;

2. Memeriksa setiap perkara yang digjukan kepadanya;

3. Mengadili serta menyelesaikan perkara yang digjukan kepadanya.

Seorang hakim dalam sistem kehidupan masyarakat ini berkedudukan sebagai
penyelesaian setigp konflik yang timbul sepanjang konflik itu diatur dalam
peraturan perundang-undangan. Melalui hakim, kehidupan manusia yang
bermasyarakat hendak dibangun di atas nilai-nilai kemanusian. Oleh sebab itu,
dalam melakukan tugasnya seorang hakim tidak boleh berpihak kecuali kepada

kebenaran dan keadilan, serta nilai-nilai kemanusian.*°

*0 Affandi,Wahyu.1984. Hakim dan Penegakan Hukum.Bandung .Alumni. him. 35.
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Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang menjadi pertimbangan dalam
membuat suatu putusan. Hakim dalam membuat putusan haruslah memperhatikan
unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektifnya. Apabila unsur-unsur tersebut
terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan
dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim
dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan
dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana, tindak pidana
berencana, dll. Sedangkan faktor nonhukum seperti sikap terdakwa dipersidangan
dan alasan-alasan lain yang meringankan. Pertimbangan hukum inilah yang akan
dijadikan acuan terhadap putusan hakim nantinya apakah putusan tersebut
terdapat hal yang memberatkan atau hal yang meringankan terdakwa kesemuanya

merupakan peranan tanggung jawab hakim dalam penjatuhan keputusan. *

Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis
dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta dalam persidangan
yang timbul dan merupakan konklus komulatif dari keterangan para saks,
keterangan terdakwa, dan barang bukti yang digjukan dan diperiksa di
persidangan. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang
pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan
memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat
hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum.
Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang

bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.*?

*“ibid.him.43.
2 Hamzah, Andi..2001. Asas-Asas Hukum Pidana.Rineka Cipta.Jakarta. him. 97.
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Pihak pengadilan dalam rangka penegak hukum pidana, hakim dapat menjatuhkan
pidana tidak boleh terlepas dari serangkaian politik kriminal dalam arti
keseluruhannya, yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim mempunya dua tujuan yaitu
pertama untuk menakut-nakuti orang lain, agar supaya mereka tidak melakukan
kejahatan, dan kedua untuk memberikan pelgjaran kepada s terhukum agar tidak

melakukan kejahatan lagi.*

Pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan
pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan
yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat
subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan
butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih

dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.**

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat
dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas
Penyel enggaraan K ekuasaan K ehakiman yang menyatakan :
Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib
menjaga kemandirian peradilan.
Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain
luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana

dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945.

3 Barda Nawawi Arief, Op.Cit. him. 2.
4 Muladi dan Barda Nawawi Arief.1998. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung.
him 67.
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Isi Pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun

2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan

:”Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Tugas hakim secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 yaitu:
1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakan orang (Pasal 4
ayat(1);
2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatas segala hambatan dan

rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya
ringan (Pasal 4 ayat (2));

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1));

Perihal mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan
pulasifat yang baik dan jahat dari terdekwa (Pasal 8 ayat (2)).

Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara
yang digjukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan
wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1));

Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga

negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta (Pasal 22 ayat (1));

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu sgja dilakukan,

karena yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh

karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak

sewenang-wenang dalam memberikan putusan.



34

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1)d KUHP
yang berbunyi :

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat
pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar

penentuan kesalahan terdakwa.”

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa
suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah

melakukannya.”

Sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim sangat penting peranannya dalam
penegakan hukum apalagi dihubungkan dengan penjatuhan hukuman pidana
terhadap seseorang harus selalu didasarkan kepada keadilan yang berlandaskan
atas hukum. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa
segala putusan peradilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut,
memuat pula Pasal tertentu dalam dari Peraturan Perundang-undangan yang
bersangkutan atau sumber hukum yang tertulis yang dijadikan dasar untuk

mengadili.

Selain itu di daam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim wajib menggali,
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilaan yang hidup

dalam masyarakat. Sampa saat ini belum ada pedoman bagi hakim untuk
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menjatuhkan pidana kepada seseorang baik yang diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang yang mengatur tentang dengan

sengaja menjual produk pangan olahan tanpaizin edar.

Hakim dalam mengadili dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mengatur
masalah jenis-jenis pidana, batas maksimun dan minimum lamanya pemidanaan.
Walaupun demikian bukan berarti kebebasan hakim dalam menentukan batas
maksimum dan minimum tersebut bebas mutlak melainkan juga harus melihat
pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan tindak pidana apa yang
dilakukan seseorang serta keadaan-keadaan atau faktor-faktor apa sgja yang

meliputi perbuatannya tersebut.*

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak
(impartial judge). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan
profesi, mengandung makna hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan
sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal
demikian menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di

depan hukum bagi setiap warga negara (equality before the law).

Suatu putusan pidana sedapat mungkin harus bersifat futuristic.  Artinya
menggambarkan apa yang diperoleh darinya.  Keputusan pidana selain
merupakan pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan
kembali s terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan
kgahatan lagi di kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat

dihindari. Salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya

5 Soedjono.1995. Kejahatan dan Penegakan Hukumdi Indonesia.Rineka Cipta.Jakarta. him. 40.
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pidana yang diberikan kepada seseorang terdakwa selalu didasarkan kepada asas
keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam
putusan hakim harus disebutkan juga alasan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah
sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputi perbuatan itu, keadaan
pribadi terdakwa. Dengan demikian putusan pidana tersebut telah mencerminkan

sifat futuristik dari pemidanaan itu.*®

Sebelum hakim memutuskan perkara terlebih dahulu ada serangkaian keputusan

yang harus dilakukan, yaitu:*’

a. Keputusan mengena perkaranya yaitu apakah perbuatan terdakwa
telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

b. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan
terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa tersebut
bersalah dan dapat dipidana;

c. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Suatu putusan hakim akan bermutu, hal ini tergantung pada tujuh hal, yakni:
1. Pengetahuan hakim yang mencakup tentang pemahaman konsep
keadilan dan kebenaran;
2. Integritas hakim yang meliputi nilai-nilai kejujuran dan harus dapat
dipercaya;
3. Independensi kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh dari
pihak-pihak berperkara maupun tekanan publik;

4. Tatanan politik, tatanan sosial, hukum sebagai alat kekuasaan maka

“®bid. him. 41.
" Sudarto, Op.Cit. him. 78.
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hukum sebagai persyaratan tatanan politik dan hukum mempunyai
kekuatan moral;

5. Faslitas di lingkungan badan peradilan;

6. Sistem kerja yang berkaitan dengan sistem mangemen lainnya
termasuk fungsi pengawasan dari masyarakat untuk menghindari
hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di
daerah;

7. Kondis aturan hukum di dalam aturan hukum formil dan materiil

masih mengandung kelemahan.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni,
dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria
dasar pertanyaan (the way test) berupa:*

1. Benarkah putusanku ini?;

2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan ini?,

3. Adilkah bagi pihak-pihak yang terkait dengan putusanini ?

4. Bermanfaatkan putusan ini?

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat/sikap seseorang hakim yang
baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melaui empat buah titik
pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang
tidak luput dari kelalaian, kekeliruan, kekhilafan (rechterlijk dwaling), rasa

rutinitas, kekuranghati-hatian, dan kesalahan.

8 Mulyadi,Lilik.2007.Kekuasaan Kehakiman.Bina [lmu.Suarabaya. him.136.
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Dalam prakti peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak

diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.*

Menjadi seorang hakim merupakan tanggung jawab yang berat dan tugas yang
tidak mudah karena tugas seorang hakim adalah memutus suatu perkara yang
dapat menentukan apakah seorang terdakwa bersalah. Oleh karena itu hakim
yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang
dalam memberikan putusan karena menyangkut nilai kemanusiaan dan nilai

keadilan.

D. Teori Keadilan Substantif

Dari aspek etimologis kebahasaan, kata adil berasal dari bahasa Arab adala yang
mengandung makna tengah atau pertengahan. Dari pengertian ini pula, kata adil
di sinonimkan dengan inshaf yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah
orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa apriori memihak. Orang yang
demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang dihadapi itu dalam
konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil

berkenan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.>

Keadilan ini menjadi ruh yang mampu mengarahkan dan memberi kehidupan
pada norma hukum tertulis, sehingga jika keadilan ini menjadi ruh, maka hukum
tertulis itu ibarat tubuh manusia. Tanpa ruh, tubuh akan mati. Sebaliknya tanpa
tubuh, kehidupan ruh tidak akan terimplikasi dalam realitas. Jika ruh dan tubuh

dapat berjalan seiring, akan ada harmoni dalam kehidupan manusia, juga tidak

*° Soerjono Soekanto, Op.Cit. him. 125
0 Majjid K hadduri, Op. Cit., him. 146.
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terjadi benturan kepentingan, tidak jarang tubuh harus dikorbankan. Dalam
rangka menjaga kelangsungan ruh dalam tubuh manusia. Hal ini biasa terjadi
apabila benturan antara norma dan hukum tertulis dengan keadilan, maka keadilan
sebagai ruh aturan hukum tertulis itu yang harus dipertahankan dan di aturan
hukum yang tertulis itu sebenarnya hukum tertulis yang menyatakan sebenarnya

dan merupakan alat mewujudkan keadilan yang dapat diganti atau di tinggalkan.

Keadilan merupakan suatu konsepsi yang abstrak. Namun demikian di dalam
konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan dergjat dan
kedudukan di hadapan hukum, serta asas proposionadlitas antara kepentingan
individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena
keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasiodlitas, tetapi juga ditentukan oleh
atmosfir sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat.
Oleh karena itu keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak

dapat diwadahi dalam hukum positif.>*

Keadilan dalam literatur sering diartikan sebagal suatu sikap dan karakter. Sikap
dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas
keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang
bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum
dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap
hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak fair (unfair), maka orang yang
adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (law-abiding) dan fair. Karena

tindakan memenuhi/ mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan

51 Moh. Mahfud MD. OP. Cit. him 37
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perbuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil.
Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemagjuan kebahagiaan
masyarakat. Maka semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan
mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Keadilan sebagai bagian
dari nilai sosiad memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa
bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan
yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan
merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan Kketidakadilan.
Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan
ketidakdilan. Ukuran keadilan yang sebagaimana dijelaskan di atas sebenarnya

menjangkau wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah cita.>

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum
positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif,
karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa
keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakkan
hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka
sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini
dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu
sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan
lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum
maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan

apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat.>®

52 Inge Dwisvimiar.Keadilan Dalam Perspektif Filsafat 11mu Hukum.Jurnal Dinamika
Hukum Vol. 11 No. 3 September 2011.
%3 LBH Perjuangan, Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan
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Keadilan substantif di dalam Black’s Law Justice Fairly Administered According
to Rules of Substantive Law, Regardless of Any Procedural Erros Not Affecting
The Litigant’s substantive Right merupakan keadilan yang diberikan sesuai
dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-
kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak hak substantif penggugat.
Dalam keadilan substantif terdapat penekanan bahwa meskipun suatu perbuatan
secara formal-prosedural mengandung kesalahan tetapi tidak melanggar substans
keadilan dan kesalahan tersebut bersifat tolerable, maka dapat dinyatakan tidak

salah.

Keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang
terkandung di dalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada
aspek prosedural akan di nomorduakan. Secarateoritik, keadilan substantif dibagi
ke dalam empat bentuk keadilan, yakni keadilan distributif, keadilan retribuitif,

keadilan komutatif, dan keadilan korektif.

E. Pengertian dan Tahapan Putusan Pengadilan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan
dan dinilai semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan.>*
Suatu proses pemeriksaan perkara terakhir dengan putusan akhir atau vonis,
Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah
dipertimbangkan dan putusannya. Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11

KUHAP, adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang

Kemanfaatan (Studi Kasus : Kasus Mbah Minah).
% Leden Marpaung.2011. Proses Penanganan Perkara Pidana.Sinar Grafika.Jakartahim. 129
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dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum

dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang.*

Berdasarkan perumusan tersebut maka pengertian “Pernyataan hakim”
mengandung arti bahwa hakim telah menemukan hukumnya yang menjadi dasar
pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan. Jadi ini putusan adalah
perwujudan dari telah ditemukan hukumnya oleh hakim.*
Sebelum sampal pada putusan, beberapa tahap yang harus dilaui dalam
persidangan yaitu sebagai berikut :>’
1. Tahap pertama (Hari Sidang Pertama)
Pada persidangan pertama hakim menanyakan kebenaran identitas
terdakwa, dan kondis kesehatan terdakwa.  Selanjutnya akan
dilakukan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Setelah
pembacaan surat dakwaan, hakim menanyakan kepada terdakwa atau
kuasa hukumnya, apakah akan mengajukan eksepsi.
2. Tahap Kedua (Hari Sidang Kedua)
Tahap kedua persidangan yaitu melakukan pemeriksaan terhadap
saksi-saksi yang berkaitan dengan suatu perkara.
3. Pemeriksaan Barang Bukti
Persidangan dengan agenda pemeriksaan barang bukti ini, terdakwa
maupun kuasa hukum atau pembelanya harus benar-benar jeli dan
mengerti informasi yang harus diberikan secar jujur oleh terdakwa

terhadap kebenaran barang bukti tersebut.

% Kadri Husin & Budi Rizki.2012.Sstem Peradilan Pidana Di Indonesia. Bandar Lampung,
LembagaPenelitian Universitas Lampung. him. 127.

*®bid, him. 127.

*" Hartono.2010.Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana.Sinar Grafika.Jakarta.hlm. 196-203.
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4. Pemeriksaan Terdakwa

Pemeriksaan terhadap terdakwa adalah rangkaian pemeriksaan yang
menandai akan segera selesainya proses persidangan di tingkat pertama
untuk menentukan salah dan tidaknya terdakwa, atau menandai segera
akan diputuskannya perkara dugaan tindak pidana itu. Hal ini masih
dalam rangkaian pemeriksaan untuk mencari pembuktian yang
dibutuhkan, apakah benar peristiwa pidana itu telah terjadi dan telah
betul-betul memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai orang yang
bertanggung jawab atau suatu kesalahan.

Tuntutan Terhadap Terdakwa

Setelah pemeriksaan terhadap saksi dan barang bukti yang dianggap
terkait erat dengan dugaan tindak pidana dinyatakan selesal,
selanjutnya jaksa penuntut umum untuk mengaj ukan tuntutan terhadap
terdakwa kepada majelis hakim yang menyidangkan perkaraitu.
Pembelaan Terhadap Terdakwa

Pembelaan terhadap terdakwa biasanya dilakukan oleh kuasa
hukumnya, dapat juga dilakukan sendiri oleh terdakwa karena
terdakwa tidak menggunakan jasa seorang pengacara.

Putusan Majelis Hakim

Putusan majelis hakim dalam perkara pidana ini ada 2 macam
diantaranya:

a. Dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

b. Dinyatakan tidak cukup bukti bersalah



8. Banding
Setelah persidangan tahap pertama selesai, terdakwa dapat mengajukan
banding atas putusan hakim yang diberikan kepadanya apabila

terdakwa tidak puas terhadap putusan tersebut.

Putusan hakim harus berdasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang
terbukti dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, dalam merumuskan
keputusannya hakim harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu, dalam hal
pemeriksaan dilakukan dengan hakim majelis, maka musyawarah tersebut harus
pula berdasarkan apa yang didakwakan dan apa yang telah dapat dibuktikan. Jadi
bukan musyawarah untuk mufakat sekedar untuk mencapai tujuan tertentu
melainkan  didasarkan  pada aasan-alasan  hukum  yang  dapat
dipertanggungjawabkan dalam putusannya. Dan ingat harus dipenuhi beberapa

syarat formalitas dari suatu putusan hakim.*®

Yurisprudensi adalah putusan hakim atau putusan pengadilan. Pengadilan
adalah lembaga yang melaksanakan atau menegakkan hukum secara konkrit
berkenaan dengan adanya tuntutan hak. Berarti, putusan pengadilan merupakan
produk yudikatif yang menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 ditentukan sebagai
pelaksanaan kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan
demikian putusan hakim atau putusan pengadilan adalah hukum yang bersifat

mengikat dan dapat dipaksakan secara fisik. %

% I bid.him 208
% sasongko, WAhyu2011.Dasar-Dasar |lmu Hukum.Universitas Lampung.Bandar Lampung.
him.32.
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Y urisprudensi dibedakan menjadi dua,yaitu :
a.  Yurisprudens tetap, keputusan hakim yang digunakan sebagai dasar

oleh hakim lain yang merupakan rangkaian keputusan yang serupa;
b. Yurisprudensi tidak tetap, keputusan hakim yang digunakan oleh

hakim lain sebagai pedoman karena sependapat.

Putusan hakim (vonis) didalamnya terdapat dua bagian, yaitu :

i. ratio decidendi, yaitu alasan-alasan yang berkaitan langsung atau yuridis
relevant yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.
Di dalam hal ini, hakim menguraikan fakta-fakta material (Material facta)
yang terungkap atau terbukti dipersidangan, sehingga hakim menggunkan
sebagai alasan atau pertimbangan hukum (yuridis) untuk memutus.

ii. obiter dictum, yaitu suatu ucapan atau sesuatu yang dikemukakan secara
sepintas dan tidak berkaitan langsung atau yuridis irrelevant. Dengan
demikian, tidak memiliki dasar dan kekuatan mengikat untuk

dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada
tujuannya. Memang, hakikatnya teori pemidanaan tersebut ditransformasikan

melalui kebijakan pidana (criminal policy) pada kebijakan legislatif®.

F. Pengertian 1zin Edar
Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan

Makanan ke dalam Wilayah Indonesia pengertian izin edar adalah bentuk

% BardaNawawi Arief, Op.Cit, him. 128.
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persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan

Pengawas Obat Dan Makanan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Nomor Izin Edar, atau disingkat NIE, merupakan nomor yang dikeluarkan oleh
Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia. Sebagai produsen,
sebelum produsen tersebut bisa mencantumkan NIE, maka ia harus memenunhi
dahulu persyaratan yang ditetapkan oleh BPOM. Dengan demikian tujuan
utamanya dari NIE ini adalah untuk melindungi konsumen. Dengan adanya
ketentuan NIE dari BPOM ini maka perusahaan tidak dapat seenaknya
memproduksi sesuatu, apalagi yang mengandung bahan yang dapat berpengaruh

terhadap kesehatan tubuh.®*

G. Pengertian dan Undang-undang yang M engatur Pangan Olahan

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi
setigp saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asas
manusia, sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) maupun
dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU
Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang telah diperbaharui dengan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan
salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat

penting bagi kehidupan suatu bangsa.

81 Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke
Dalam Wilayah Indonesia.
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Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat
menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat
juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini
bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.
Pengertian mengenai pangan itu sendiri dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 UU
Pangan yang menentukan bahwa: Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari
sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan,
perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan
sebagai makanan atau minuman bagi konsums manusia, termasuk bahan
tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam

proses penyiapan, pengol ahan,dan/atau pembuatan makanan atau minuman.®?
Pangan dibedakan atas pangan segar dan pangan olahan:

1. Pangan Segar
Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan. Pangan
segar dihasilkan dari bahan nabati atau hewani yang tersedia di alam. Pangan
segar dapat dikonsumsi langsung atau dijadikan bahan baku pengolahan
pangan. Sehingga jika dilihat dari pengertiannya pangan segar belum banyak
terkontaminasi zat kimia berbahaya missal zat pengawet. Contoh pangan
segar adalah beras, gandum, segala macam buah, ikan, ar segar, dan

sebagainya.

%2Bulog, Ketahanan Pangan, http://www.bulog.co.id/ketahananpangan.php. diaksestanggal 24
September 2016.
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2. Pangan Olahan
Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses pengolahan dengan
cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan olahan
bisa dibedakan lagi menjadi:
a. Pangan Olahan Tertentu
Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang diperuntukkan bagi
kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas

kesehatan kelompok tersebut.

b. Pangan Siap Sgji
Pangan siap sgji adalah makanan dan minuman yang sudah diolah dan bisa
langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar

pesanan.

c. Pangan Tidak Siap Sgji
Pangan tidak siap sgji adalah makanan atau minuman yang sudah
mengalami proses pengolahan, akan tetapi masih memerlukan tahapan

pengol ahan lanjutkan untuk dapat dimakan atau minuman.®

Adapula beberapa jenis pangan sebagaimana diatur dalam UU Pangan yang mana

dapat dilihat pada ketentuan umum, yaitu:

1. Pangan pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama
sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal (Pasal 1

angka 15).

8 Cahyo Saparinto & Diana Hidayati.2006.Bahan Tambahan Pangan.Kanisius.Y ogyakarta,
him. 54.
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Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat
sesuai dengan potensi dan kearifan lokal (Pasal 1 angka 17).

Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat
dikonsums langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan
Pangan (Pasal 1 angka 18).

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau
metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan (Pasal 1 angka 19).
Pangan produk rekayasa genetik adalah pangan yang diproduks atau yang
menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau bahan lain yang

dihasilkan dari proses rekayasa genetik (Pasal 1 angka 34).



[11. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk
memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan
reditas yang ada® Berdasarkan pengertian tersebut, pendekatan yuridis empiris
digunakan untuk memahami persoalan mengenai dasar pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku dengan sengaja menjual produk
pangan olahan tanpa izin edar dan faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa
terdakwa tidak dipidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan
berdasarkan pada studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung

Karang Nomor Putusan 1351/Pid.B/2015/PN.TJK.

B. Sumber dan JenisData
Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Data Primer
Data primer adalah data utama yang didapatkan langsung dari lapangan
penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, untuk

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

% Soerjano Soekanto, Op.Cit. him. 41
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2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber
hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder
dalam penelitian ini, terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer bersumber dari:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo UU No 73 Tahun 1958 tentang
Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Pasal 30 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang
melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang
sesua dengan masalah dalam penelitian ini. Selain itu bahan hukum
sekunder berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor
Putusan 1351/Pid.B/2015/PN.TJK.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat
para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, media masa,

kamus hukum dan sumber dari internet.
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C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang dapat memberi informasi yang dibutuhkan oleh
peneliti, dengan demikian maka dalam penelitian ini penentuan narasumber
yang akan diwawancarai sangat penting guna mendapatkan informasi terkait
yang diteliti. Sebagaimana tersebut diatas maka narasumber dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

1) Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang =1 orang

2) Jaksa Penuntut Umum pada K gjaksaan Negeri Tanjung Karang = 1 orang

3) PPNS BBPOM Provinsi Lampung =1 orang
4) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila =1lorang +
Jumlah =4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian
kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku
literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait dengan permasal ahan.

b. Studi Lapangan
Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan
wawancara (interview) kepada responden penelitian sebagai usaha
mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai

dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.
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2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah
diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut:

a Seleks data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui
kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan
yang diteliti dalam penelitian ini.

b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-
kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang
benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis |ebih lanjut.

c. Sistematisasi, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan
dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok

pembahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. AnalissData

Analisis data merupakan langkah lanjut setelah melakukan penelitian. Menurut
Soerjono Soekanto, analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat
yag tersusun secara sistematik, jelas dan terperici yang kemudian
diinterprestasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan
kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yang menguraikan hal-hal yang
bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang

dibahas dalam pendlitian ini.*®

% |bid. him.121.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah maka dapat
disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor
1351/Pid.B/2015/PN.TJK, hakim menggunakan dasar-dasar pertimbangan
yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi surat dakwaan dari
Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang
bukti, tindakan pidana, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pangan
Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2012. Sedangkan pertimbangan non yuridis, hakim melihat hal
yang memberatkan serta yang meringankan terdakwa yakni yang
memberatkan adalah tindakan pidana terdakwa dapat merusak kesehatan
masyarakat dan hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah
dipidana dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

2. Penerapan Keadilan Substantif pada Putusan Nomor
1351/Pid.B/2015/PN.TJK, hakim menjatuhi terdakwa dengan pidana
penjara 5 (lima) bulan denda sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah). Hal
tersebut belum memenuhi keadilan substantif karena hakim memutus

perkara ini tidak secara menyeluruh dan hanya mengacu pada Undang-
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Undang Pangan yang digunakan. Selain itu hakim tidak
mempertimbangkan bahwa pelanggaran yang dilakukan tidak hanya
memproduksi AMDK tanpa izin edar namun melakukan tindak kejahatan
dengan menggunakan izin edar merk AMDK lain yang telah habis masa

berlakunya.

B. Saran
1. Hendaknya hakim dalam memutus suatu perkaratidak hanya berlandaskan
pada pasal yang telah ditentukan namun harus melihat secara menyeluruh
yakni dari sisi lain dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa.
2. Perlunya pengawasan lebih oleh aparat hukum maupun instans terkait
terhadap kegiatan produksi dan pengedaran pangan olahan khususnya Air
Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang tidak memiliki izin edar yang

cenderung masih banyak beredar dimasyarakat.
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